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LATAR BELAKANG
1. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diundangkan 

pada tanggal 11 Agustus 2006 dan telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban.

2. Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 dilakukan karena masih ditemukan beberapa 
kelemahan dalam UU No. 13 Tahun 2006 yaitu mengenai kelembagaan yang belum 
memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK; keterbatasan kewenangan 
LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian pelayanan; koordinasi 
antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi; dan 
perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

3. Pasca diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban terdapat 2 (dua) 
peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan, yaitu Pasal 16 ayat (3) yang 
mengatur mengenai tata cara pemilihan Ketua LPSK dan Pasal 24 ayat (2) terkait 
syarat, tata cara, dan jumlah anggota dewan etik.

4. UU Perlindungan Saksi dan Korban masuk dalam program legislasi nasional 
tahun 2020-2024 nomor urut ke-32 yang diusulkan oleh DPR RI



• UU Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan lainnya, antara lain:

a. KUHP
b. KUHAP
c. UU Tipikor
d. UU KPK
e. UU Terorisme
f. UU TPPO
g. UU TPPU

•  UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki keterkaitan dengan 
Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna 
saksi.

TINJAUAN YURIDIS



PERMASALAHAN

1. Apakah materi muatan dalam UU Perlindungan Saksi dan 
Korban masih memadai digunakan sebagai dasar hukum 
penyelenggaraan pemberian perlindungan Saksi dan Korban 
pada saat ini dan yang akan datang? 

2. Bagaimana efektivitas implementasi dan pelaksanaan UU 
Perlindungan Saksi dan Korban dalam penyelenggaraan 
pemberiaan perlindungan Saksi dan Korban dalam proses 
penegakan hukum di Indonesia?



Metode yang digunakan  melalui pendekatan  Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris
Permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di daerah yang kemudian 
dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada. 

Berdasarkan batasan teori efektivitas hukum, maka terdapat 4 (empat) aspek yang 
digunakan untuk melakukan analisis dan evaluasi UU Perlindungan Saksi dan Korban, 
yaitu:
1) aspek substansi hukum (permasalahan terkait rumusan norma UU Perlindungan 

Saksi dan Korban dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya);

2) aspek kelembagaan/struktur hukum (permasalahan terkait penegakan hukum, 
kewenangan, pengawasan, dan efektivitas penerapan sanksi);

3) aspek sarana dan prasarana (fasilitas pendukung pelaksanaan UU Perlindungan 
Saksi dan Korban),

4) aspek budaya hukum (peran aktif masyarakat).

METODE KAJIAN DAN EVALUASI
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Hasil Kajian Dan Evaluasi Pemantauan 
Pelaksanaan

UU Perlindungan Saksi dan Korban



1

      Pengaturan Perlindungan Yang Diberikan LPSK Sejak Tahap Penyelidikan Dimulai Hingga Pasca Putusan

Perluasan Definisi Saksia

b

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur definisi mengenai Saksi yang menyatakan “saksi 
adalah  yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan/atau ia alami sendiri”. Akan tetapi definisi saksi tersebut yang juga telah diatur dalam KUHAP telah 
diperluas pemaknaannya melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 di dalam KUHAP sehingga mencakup 
pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu 
tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Sehingga, dengan telah 
diperluasnya definisi Saksi melalui Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tersebut, maka definisi Saksi pada Pasal 
1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak relevan dan bertentangan dengan definisi Saksi 
dalam Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 

Pengaturan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU 
Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Undang-Undang ini memberikan perlindungan 
pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”.  
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya upaya perlindungan terhadap Saksi dan Korban tidak hanya 
dibutuhkan pada saat proses peradilan pidana melainkan juga dibutuhkan pasca proses peradilan. 



Frasa “kesaksian secara tertulis” dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban

 Pemberian Bantuan Medis, dan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Kepada Korban Tindak Pidana
     

Pemberian hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikologis kepada Saksi dan Korban 
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban hanya memberikan hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial 
serta psikologis pada tindak pidana tertentu, sedangkan untuk Saksi dan Korban tindak pidana konvensional 
tidak diberikan. Padahal seharusnya pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis 
tersebut dapat diberikan bukan berdasarkan jenis tindak pidananya melainkan disesuaikan dengan besarnya 
ancaman yang merugikan keselamatan Saksi dan Korban.

d

c
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Permasalahan dalam implementasi Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan 
Korban terkait kesaksian tertulis saksi dan/atau korban ketika dihadapkan sebagai 
alat bukti di persidangan, penilaiannya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat 
bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 
ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP.



Frasa “Sesuai Dengan Keperluan” dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban

Pengaturan Pengajuan dan Pelaksanaan Restitusi

Pasal 7A ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa pengajuan permohonan 
restitusi dapat diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam 
pelaksanaanya, permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh 
kekuatan hukum tidak implementatif. Selain itu, pengaturan terkait restitusi dalam UU Perlindungan 
Saksi dan Korban tidak diatur secara terperinci seperti halnya yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 
50 UU TPPO.

Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa LPSK mempunyai perwakilan 
di daerah sesuai dengan keperluan. Adanya frasa “sesuai dengan keperluan” dalam Pasal 11 ayat (3) 
UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum 
meratanya kehadiran kantor perwakilan LPSK di daerah. Ketidaktersediaan kantor perwakilan LPSK 
di daerah tersebut yang kemudian berdampak pada tidak optimalnya upaya LPSK dalam 
memberikan perlindungan Saksi dan Korban di daerah

e

f
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Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara”. Pengaturan tersebut berpotensi membatasi 
kemungkinan LPSK untuk mendapatkan sumber pendanaan lain selain dari APBN.

Pasal 12A ayat (1) huruf e dan g UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan adanya 
frasa “terlindung”. Akan tetapi, dalam Penjelasan Pasal 12A ayat (1) huruf e dan g UU 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijelaskan yang dimaksud dengan definisi terlindung. 
Tidak dijelaskannya definisi terlindung tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan 
subjek hukum yang dilindungi tersebut.

Belum Adanya Definisi Terlindung Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban

.
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Pengaturan Pembiayaan LPSK



Penambahan Kriteria Saksi Pelaku

Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban telah 
mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
memperoleh perlindungan dari LPSK khususnya terhadap 
Saksi Pelaku. Akan tetapi, dalam UU Perlindungan Saksi dan 
Korban belum mengatur secara eksplisit mengenai kriteria 
penentuan Saksi Pelaku. Tidak diaturnya mengenai kriteria 
tersebut menyebabkan belum adanya kesamaan pandangan 
dari aparat penegak hukum mengenai seseorang dapat 
menjadi Saksi Pelaku

i
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a. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Perlindungan Saksi dan Korban Antara LPSK dengan APH

a. UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengamanatkan bahwa upaya perlindungan Saksi dan 
Korban tidak hanya dilakukan oleh LPSK, melainkan juga dilaksanakan oleh lembaga lain yang juga 
memiliki kewenangan dalam hal perlindungan Saksi dan Korban tersebut. Dalam pelaksanaannya, 
upaya perlindungan Saksi dan Korban tersebut masih belum optimal dikarenakan minimnya koordinasi 
antara LPSK dengan APH baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan perwakilan LPSK di 
daerah. Minimnya koordinasi tersebut kemudian berdampak pada ketidaksamaan pandang antara APH 
dan LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

1. Perwakilan LPSK di Daerah
2. UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengamanatkan kepada LPSK untuk membentuk kantor 

perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Dalam pelaksanaannya, pada saat ini LPSK baru 
memiliki 2 (dua) kantor perwakilan di daerah, yaitu di Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi D.I. 
Yogyakarta. Akan tetapi, kehadiran LPSK di 2 (dua) provinsi tersebut masih belum dirasa cukup yang 
kemudian menyebabkan tidak optimalnya pemberian perlindungan Saksi dan Korban di daerah

 



Dibutuhkan jumlah Sumber Daya Manusia 
(SDM) yang memadai di dalam LPSK guna 
memberikan penanganan yang cepat 
kepada Saksi Dan Korban yang memerlukan 
perlindungan di setiap proses peradilan 
p i d a n a  a t a s  k e t e r a n g a n  y a n g 
disampaikannya. Namun, pada tataran 
implementasinya saat ini jumlah SDM di 
LPSK  masih kurang memadai. Hal tersebut 
ya n g  ke m u d i a n  m e nye b a b ka n  t i d a k 
opt imalnya  LPSK  da lam member ikan 
perlindungan pada Saksi dan Korban. 

Kurangnya Sumber Daya Manusia di 
Dalam LPSK

3

Fasilitas Kantor Perwakilan LPSK di 
Daerah

Belum dibentuknya perwakilan LPSK di 
beberapa daerah disebabkan belum 
tersed ianya  aset  be rupa  ge dung 
sebagai  sarana utama LPSK untuk 
membuka kantor perwakilan di daerah. 
Sehingga hal tersebut berdampak pada 
sulitnya menjangkau Saksi Dan Korban 
di beberapa wilayah Indonesia.

A B



Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang 
Layanan Perlindungan Saksi Dan Korban

Pada saat  ini  masih banyak masyarakat  yang t idak 
mengetahui tugas dan wewenang LPSK sebagai lembaga 
yang memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban. 
Sehingga banyak kasus yang tidak terungkap akibat masih 
terdapat Saksi yang takut untuk memberikan kesaksiannya 
dalam proses peradilan sehingga menghambat tugas APH.
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Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan 
Saksi dan Korban yang telah dilakukan oleh Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat 
Jenderal DPR RI, maka masih ditemukan terdapat beberapa 
permasalahan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik 
dalam hal materi muatan dalam beberapa Pasal dalam UU 
Perlindungan Saksi dan Korban sendiri maupun dalam hal 
pelaksanaan/implementasinya di lapangan.

KESIMPULAN



a. perlu dilakukan penyesuaian terkait definisi Saksi pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan 

Korban dengan definisi Saksi sebagaimana Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010;

b.perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 2 dan Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan 

menambahkan pengaturan perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan tahap pasca putusan 

pengadilan;

c. perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait 

pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis dengan tidak hanya membatasi 

bagi korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban TPPO, korban tindak 

pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, melainkan 

juga berdasarkan dampak ancaman yang telah terjadi pada korban;

SUBSTANSI 
HUKUM

BAB V
REKOMENDASI



BAB V
REKOMENDASI

d. perlu adanya penyesuaian pada Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait pengajuan dan pelaksanaan 

restitusi dengan merujuk pengaturan restitusi yang diatur dalam UU TPPO;

e. perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan menambahkan 

keterangan bahwa “kesaksian secara tertulis” dikategorikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam 

Pasal 184 KUHP, yakni keterangan Saksi;

f. Frasa “sesuai dengan keperluan” pada Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan agar 

dapat mengakomodir kantor perwakilan LPSK di tiap provinsi;

g. perlu adanya penambahan penjelasan “definisi terlindung” pada Penjelasan Pasal 12A ayat (1) huruf e dan g UU 

Perlindungan Saksi dan Korban;

h. perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan menambahkan skema 

anggaran LPSK dari APBD; dan

i. perlu dilakukannya perubahan pada Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan menambahkan 

kriteria Justice Collaborator dengan juga mempedomani butir 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakukan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice 

Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SUBSTANSI 
HUKUM



BAB V
REKOMENDASI

a. perlu adanya peningkatan dari sisi koordinasi antara LPSK dengan APH dan 

lembaga lainnya yang juga memiliki kewenangan dalam memberikan 

perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Koordinasi tersebut dapat tertuang 

dalam bentuk MoU atau kerjasama; dan

b. perlu adanya perwakilan LPSK di tingkat provinsi yang melaksanakan tugas 

dan fungsi perlindungan saksi dan korban di daerah.

Struktur 
Hukum/Kelembagaan



BAB V
REKOMENDASI

a. perlunya adanya dukungan dari pemerintah 

d a n  p e m e r i n t a h  d a e ra h  d a l a m  b e n t u k 

penyediaan fasilitas berupa gedung kantor 

p e r w a k i l a n  L P S K  d i  d a e r a h  g u n a 

m e m p e r m u d a h  p e m b e r i a n  p e l a y a n a n 

perlindungan Saksi dan Korban; dan

b. p e r l u  a d a n y a  p e n a m b a h a n  d a r i  s e g i 

ketersediaan SDM, baik di pusat maupun 

perwakilan LPSK di daerah.

perlu dilakukannya sosialisasi  dan 

edukasi  yang di laksanakan secara 

berkelanjutan kepada masyarakat 

khususnya terkait perlindungan Saksi 

dan Korban.

SARANA DAN 
PRASARANA

BUDAYA 
HUKUM




